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PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG
Enrekang, 17 Mei 2022
Kepada
Nomor : 262/DPMPTSP/IP/V/2022 Yth.Kepala DINKES Kab.Enrekang
Lampiran HE Di-
Perihal ¢ Izin Penelitian Enrekang

Berdasarkan surat dari Plh.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan ,Alumni,san Kemitraan,
Universitas Hasanuddin Makassar Nomor: 3048/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 04 April 2022,
menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sutami Hamid

Tempat Tanggal Lahir : Pare-pare, 12 Maret 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Darra Desa Banti Kec. Baraka

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan
skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pengawasan Post-Market Pangan Industri Rumah Tangga di
Kabupaten Enrekang”.

Dilaksanakan mulai, Tanggal 17 Mei 2022 s/d 17 Agustus 2022
Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada
Pemerintah/Instansi setempat.

2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan

3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat
istiadat setempat

4. Menyerahkan 1 Asatu) berkas fotocopy hasil skrlgsi keggda Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

An. BUPA'_I’I ENREKANG
epala .)Z; A PTSP Kab. Enrekang
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Ternbusan Yth ;

Bupatl Enrekang (Sebagal Laporan).
Kepala BAKESBANG POL Kab, Enrekang.
. Camat Enrekang.

. Plh.wakil Dekan Bideng AAlumnl san UNHAS,
. Yang Bersangkutan (Sutam! Hamid),

. Pertinggal.
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